BABII

LANDASAN TEORI MUDHARABAH

A. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan giradh atau
muqaradhah bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian giradh dan
mudharabah adalah satu makna. Jadi menurut bahasa, mudharabah atau
giradh berarti al-gath’u(potongan), berjalan, dan atau bepergian. Menurut
para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua belah pihak (orang) saling
menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya dan pihak satu
sebagai pengelola..'

Dalam mengaplikasikan, mudharabah penyimpan atau deposan
bertindak sebagai Shahib Al-mal (pemilik modal) dan bank sebagai
Mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan
pembiayaan mudharabah atau jjarah. Akad mudharabah merupakan akad
utama yang digunakan oleh bank syariah baik untuk penghimpun dana
(pendanaan) maupun untuk penyaluran dana (pembiayaan). Mudharabah
terbagi menjadi 2 macam yaitu, Mudharabah Muthlagah Dbiasa
diaplikasikan dalam pendanaan, sedangkan mudharabah Muqayyadah

biasa diaplikasikan dalam pendanaan maupun pembiayaan.

" Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), 135-136.
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Mudharabah Muthlagah adalah seseorang yang memberikan modal
kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Shahibul mal memberikan dana
untuk pembiayaan dan mudharib sebagai pengelola, keuntungan akan di
bagi sesuai kesepakatan, dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga), dan
sebagainya. Atau dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara
akad mudharabah tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat
pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya.”

Transaksi ini tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan
wilayah bisnis. Di sini shahibul mal memberikan keleluasan kepada
mudharib untuk melakukan usaha sesuai kehendaknya, tetapi sejalan
dengan prinsip syariah, dengan modal yang diberikan kepadanya. Mudharib
harus diberikan perintah dan wewenang untuk melakukan hal-hal yang
diperlukan dalam melakukan usaha. Seluruh pengeluaran rutin yang
berhubungan dengan mudharabah, yang bukan pengeluaran pribadi
mudharib akan dibebankan ke dalam akun mudharabah. Mudharib tidak
diperbolehkan untuk melakukan perhitungan ulang atau menentukan angka
mutlak terhadap keuntungan di muka, keuntungan akan dibagi antara
shahibul mal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang telah disetujui di
muka dan tercantum secara jelas pada perjanjian mudharabah.’

Akad mudharabah dalam dunia perbankan diterapkan sebagai

tabungan, salah satunya sebagai tabungan haji. Tabungan Haji Syariah

> Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattini,
(Jakarta: Gema Insani, 2011),479-480.
* Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), 140-141.
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sangat direckomendasikan bagi nasabah yang berencana untuk menunaikan
ibadah haji ke Tanah Suci. Tabungan Haji Syariah adalah jenis produk
tabungan berdasarkan akad Mudharabah Muthlagah yang sesuai dengan
prinsip syariah. Nasabah menyetorkan sejumlah dana dengan jumlah tetap
dengan jangka waktu tertentu hingga target dana tercapai. Dana yang
terkumpul digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan haji. Tabungan Haji
syariah berbeda dengan Tabungan Syariah. Maka jika nasabah ingin
membuka rekening untuk Tabungan Haji Syariah. Berapapun uang yang
dimiliki segera mungkin untuk ditabung ke rekening haji agar cepat naik
haji.

Sedangkan Mudharabah Muqayyadah adalah akad mudharabah yang
pemilik modal menentukan salah satu hal di atas. Atau pemilik modal
memberikan seribu dinar, misalnya pada orang lain untuk mudharabah
dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu,
atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang
tertentu.* Dalam aktivitas pendanaan akad mudharabah digunakan dalam
produk tabungan dan investasi. Tabungan Haji menggunakan akad
mudharabah muthlagah. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk
melakukan pembiayaan’.

Hasil mudharabah usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah

yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah

4 .
Ibid., 480
> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 65-67.
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pembiayaan, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.’
Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh
pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank
syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha,
maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu
pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang
melakukan akad perjanjian.

Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan
dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh
kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang
dikerjasamakan.” Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus
disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing
pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka.
Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau
proporsi lain yang disepakati.

Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan
menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan
juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda.
Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50
persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka

nisbahnya 40 persen.®

% Heri Sudarsono, Bank&Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia,2004), 59.
" Ismail, Perbankan S yyariah, (Jakarta: Kencana, 2011), 95-96.
¥ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 62.
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B. Landasan Hukum Mudharabah

1. Dasar Hukum Mudharabah dalam Al-Qur’an

‘;»:5//4&‘(‘);% 34&5 MUJ‘W‘)U'&JY‘L;‘ Uc)l.‘a.”g,w‘a_};‘;l.;

-2 34 9

) Osedas SN

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-
banyak supaya kamu beruntung” (QS Al-Jumuah ayat 10)°

_~ /;}/}
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Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari
'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah
(dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya
kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar
Termasuk orang-orang yang sesat”. (QS. Al-Baqarah 198)"

2. Dasar Hukum Mudharabah dalam Hadits

Hadis Rasulullah SAW:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul
Munthalib jika memberikan dana ke mitra wusahanya secara
mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi
lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang

berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang

bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah

? Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, cet10 (Bandung: Dipenogoro, 2012), 553.
10 .
Ibid., 31.
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syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun
memperbolehkannya.” (HR. Thabrani)'’
3. Dasar Hukum Mudharabah

Secara  ijma’ juga dinyatakan bahwa  mudharabah
diperbolehkan. Dalil ijma’ adalah apa yang diriwayatkan oleh Jamaah
dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk
dilakukan mudharabah atasnya, dan tidak ada seorang pun yang
mengingkarinya. Oleh karena itu, dianggap sebagai ijma’.

Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum mudharabah dengan
ijma’ yang berlandaskan pada nash. Mudharabah sudah terkenal di
kalangan bangsa Arab jahiliah, terlebih di kalangan suku Quraisy.
Mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan. Para pemilik
modal memberikan modal mereka kepada para amil (pengelola).
Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan
membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi nabi.
Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola
modal Khadijah. Kalifah dagang yang terdapat di dalamnya Abu
Sufyan , mayoritas mereka melakukan mudharabah dengan Abu

Sufyan dan yang lainnya.'?

1y
Ibid., 85

' Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattini,

(Jakarta: Gema Insani, 2011),477-478.
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C. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang
yang layak melakukan akad.

Akad mudharabah tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi
dapat diungkapkan dengan bentuk apa pun yang menunjukkan makna
mudharabah. Akad dinilai dari tujuan dan maknanya bukan lafadz dan
ungkapan verbal."?

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab
(ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari
penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah
kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual
beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang
sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang
menunjukan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menujukkan
kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut
mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling

memberikan barang dan harga barang (¢a ‘athi)."*
Menurut ulama Syafi’iyah, rukun-rukun giradh ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik

barang;

" Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 4, Ter Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara: 2006), 218.
'* Abdul Rahman, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana: 2010), 71.
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3. Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;

4. Mal, yaitu harta pokok atau modal;

5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolahan harta sehingga menghasilkan laba;

6. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan kabul
yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Sedangkan syarat sahnya terdiri dari'”:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila
barang itu berbentuk mas atau perak batangan (Zabar), mas hiasan atau
barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.

2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan
tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang
gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal
yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan
tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati.

4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal
harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau

seperempat.

"> Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), 139.
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5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini
kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan
kabul dari pengelola.

6. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola
harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-
barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain
tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari
tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah
ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak
(fasid) menurut pendapat al-Syafi’i dan Malik. Sedangkan menurut
Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, m udharabah tersebut sah.

Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa tidak disyaratkan
mutlak dalam akad mudharabah. Keduanya beralasan, “jika akad
mudharabah sah dilakukan secara mutlak, maka sah juga dengan
bersyarat (muqgayyad).” Dalam mudharabah muqgayyad pelaksana tidak
boleh menyalahi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Jika
dilanggar, maka segala resiko menjadi tanggung jawab pekerja.'

Dari Hakim bin Hazm bahwa disyaratkan bagi pemilik modal
ketika memberikan hartanya kepada seseorang untuk dikelola untuk
mengatakan, “Hartaku jangan dimasukkan dalam kemasan basah atau
dibawa mengarungi lautan atau dibawa melewati arus air, bila

dilakukan kau wajib bertanggung jawab.”

' Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 4, Ter Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara: 2006), 218-
219.
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Bentuk kesanggupan untuk haji menurut Imam Asy-Syafi’i.

Kemampuan itu ada dua sisi'":

1. Seseorang mampu secara fisik dan memiliki harta yang cukup
untuk membiayai perjalanan ke haji, sehingga kemampuannya itu
sempurna. la terbebani fardhu haji, dan kewajibannya tidak gugur
selama dalam kondisi seperti ini selain ia mengerjakan haji sendiri.

2. Tubuhnya ringkih dan tidak sanggup duduk baik di atas kendaraan,
padahal orang yang berhaji itu pasti menaiki kendaraan sehingga ia
bisa dihajikan dengan berada di atas kendaraan, tetapi ia mampu
untuk mmeperoleh orang yang menaatinya apabila ia
memerintahnya untuk menajiskannya, atau ia memiliki harta yang
dengan sebagian harta itu ia menemukan orang yang diupahnya
untuk menghajikannya. Dengan demikian, orang tersebut termasuk

orang yang terkenai kewajiban haji sebagaimana kemampuannya.

D. Sifat Akad Mudharabah
Para ulama sepakat bahwa akad Mudharabah sebelum ‘amil
(pengelola) mulai bekerja maka belum mengikat sehingga baik pemilik
modal maupum ‘amil boleh membatalkannya. Namun, mereka berbeda
pendapat jika ‘amil telah mulai bekerja dalam mudharabah. Imam Malik
berpendapat bahwa akadnya mengikat (lazim) dengan telah dimulainya

pekerjaan, dan akad ini juga bisa diwariskan. Oleh karena itu, jika

"7 Asy-Syafi’i, Fikih Imam Syafi’i, (Jakarta: Pustaka Azzam,2012), 575-576.
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mudharib mempunyai beberapa anak yang dapat dipercaya untuk
mengelola, maka mereka boleh melakukan mudharabah atau gqiradh
seperti bapak mereka. Dan jika mereka tidak bisa mengelolanya
(dipercaya), mereka bisa mencari orang yang bisa mengelola. Jika ‘amil
telah mulai bekerja, maka akadnya tidak bisa dibatalkan hingga
modalnya menjadi uang, bukan barang.

Sedangkan Abu Hanifah, Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat
bahwa akadnya tidak mengikat (tidak lazim), sehingga pemilik modal
dan ‘amil bisa membatalkan akadnya jika mereka mau. Selain itu, akad
ini bukan akad yang diwariskan.

Sumber perbedaan pendapata anatara dua kelompok ini adalah
bahwa Malik menjadikan akad itu mengikat (lazim) setelah
pekerjaannya dimulai, karena pembatalan akad bisa menyebabkan
kemudharatan, sehingga ia termasuk akad yang bisa diwariskan.
Sementara kelompok kedua menyamakan pekerjaan yang telah dimulai
dengan pekerjaan yang belum di mulai. Hal itu karena mudharabah
adalah mengelola harta orang lain dengan izinnya, sehingga pemilik
modal dan ‘amil (pengelola) bisa membatalkan akadnya, sama
sepertidalam wadi’ah dan wakalah.

Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan yang sependapat dengan
mereka mensyaratkan untuk sahnya pembatalan dan menyudahi
mudharabah, pelaku akad yang lain harus mengetahui adanya

pembatalan tersebut, sama seperti dalam seluruh jenis syirkah yang lain.
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Ulama Hanafiyah juga mensyaratkan bahwa modal harus menjadi uvang
ketika pembatalan. Jika modal tersebut masih berbentuk barang, seperti
harta bergerak atau tidak bergerak, maka pembatalan tersebut tidak sah
menurut mereka.

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika
mudharabah batal dan modalnya berbentuk barang sementara pemilik
modal dan pengelola sepakat untuk menjualnya atau membaginya, maka
hal itu dibolehkan karena hak mereka itu tidak keluar dari kekuasaan
mereka. Jika ‘amil meminta modal tersebut dijual sedangkan pemilik
modal menolaknya, maka pemilik modal harus dipaksa untuk
menjualnya, karena hak ‘amil adalah mendapatkan untuk dan
keuntungan tersebut tidak bisa di peroleh kecuali dengan adanya

penjualan.'®

E. Konsep Mudharabah dalam Perbankan Syariah
Konsep mudharabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat 1 huruf b yaitu:
“menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan,
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad
mudharabah atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip

Syariah”.

'8 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattini,
(Jakarta: Gema Insani, 2011),480-481.
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Secara istilah, mudharabah adalah akad kerja sama antara shahib
al-mal (pemilik modal) dengan mudharib (yang mempunyai keahlian
atau keterampilan) untuk mengelolah suatu usaha yang produktif dan
halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama
berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung
shahib al-mal. Dalam akad  mudharabah  ini, terjadi
percampuran/penggabungan (partnership) dua pihak, yaitu pihak pemilik

modal (shahib al-mal) dan pihak pekerja (mudharib).

Dasar mudharabah di dalam Islam (figih muamalah), pada
dasarnya transaksi bisnis yang menjadi inti dalam figih muamalah
adalah transaksi bagi hasil. Akad mudharabah adalah salah satu akad
dengan sistem bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam,
karena untuk saling membantu antara orang yang mempunyai modal dan
pelaku usaha. Semangat yang ada dalam akad mudharabah adalah
semangat kerja sama dan saling menutupi kelemahan masing-masing

pihak.

Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara
pemilik modal/shahibul mal terhadap pengusaha/mudharib yang
memiliki keahlian di dalam berbisnis tetapi tidak memiliki modal yang
cukup untuk berbisnis, maka pihak pemilik modal menyerahkan
modalnya kepada mudharib dengan perjanjian bag hasil. Konsep

mudharabah  ini  hanya  melibatkan  pemilik modal dan
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pengusaha/mudharib saja. Pihak Perbankan Syariah hanya terlibat selaku
pihak intermediary agar dapat memberikan kepastian hukum, baik bagi
pemilik modal atau pengusaha. Atas konsep ini, maka Perbankan

Syariah menerapkan konsep mudharabah."”

F. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan Mudharabah
1. Ketentuan Umum Mudharabah
Ketentuan tabungan telah diatur dalam Fatwa DSN No.02/DSN-
MUI/IV/2000. Dalam Fatwa ini, ketentuan umum tabungan adalah
sebagai berikut:
Pertama : Tabungan ada dua jenis :

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu
tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang
berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ ah.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertidnak sebagai shahibul
mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai
mudharib atau pengelola dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat

melakukan berbagai macam wusaha yang tidak

' Muhamad Sadi, Konsep Hukum Perbankan Syariah, (Malang: Setara Press, 2015), 97-99.
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bertentangan dengan prinsip syariah dan
mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah
dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam
bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk
nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional
tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang
menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah
keuntungan  nasabah  tanpa  persetujuan  yang
bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi’ah:

1. Bersifat simpanan.

2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau
berdasarkan kesepakatan.

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam
bentuk pemberian ( ‘athaya) yang bersifat sukarela dari

pihak bank.
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